BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 24 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN TIM SURVEI RENCANA TAPAK RINCI (SITE PLAN)
DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa wuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 16
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Ketentuan Dasar Pembangunan Perumahan dan Kawasan
Permukiman di Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 32 Tahun 2013 tentang Ketentuan Dasar
Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di
Kabupaten Tabalong, perlu membentuk Tim Teknis dan
Tim Survei Rencana Tapak Rinci (Site Plan) di Kabupaten
Tabalong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2




-2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5615);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Ketentuan Dasar Pembangunan Perumahan dan Kawasan
Permukiman di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 32), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 32 Tahun 2013 tentang Ketentuan Dasar
Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2022 Nomor 41);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Tim Survei Rencana Tapak Rinci

(Site

Plan) di Kabupaten Tabalong dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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Tim Teknis Rencana Tapak Rinci (Site Plan) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai
berikut:

a. melakukan pemeriksaan dan penelitian secara teknis
terhadap permohonan pengesahan rencana tapak rinci (site
plan);

b. melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi perizinan

dan aspek legal terhadap permohonan pengesahan rencana

tapak rinci (site plan);

menyusun jadwal kerja;

. melakukan koordinasi dengan tim survei dan pihak terkait
terhadap lokasi yang akan dilakukan survei, pengukuran
dan pemetaan;

e. menyusun draft Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman tentang Pengesahan Rencana
Tapak Rinci (Site Plan);

f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan
perumahan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang
telah disetujui;

g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengesahan rencana
tapak rinci (site plan); dan

h. menyusun dan menyampaikan lapor hasil pengesahan
rencana tapak rinci (site plan) secara berkala kepada Bupati.

e o

Tim Survei Rencana Tapak Rinci (Site Plan) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai
berikut:

a. melakukan survei, pengukuran dan pemetaan terhadap
rencana tapak yang diajukan baik secara kartometris (di
atas peta) maupun langsung di lapangan;

b. membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL); dan

c. melaporkan hasil survei, pengukuran dan pemetaan
terhadap rencana tapak kepada Tim Teknis Rencana Tapak
Rinci.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah
melaksanakan tugas mulai bulan Februari 2023.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 AMes Zo23

BUPATI TABALONG,W@

DN

ANANG SYAKHFIANI ,ﬁ/

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong

di Tanjung

4. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 240 /2023
TANGGAL 25 Mmel 2073

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN TIM SURVEI RENCANA
TAPAK RINCI (SITE PLAN) DI KABUPATEN TABALONG

NO.

JABATAN DALAM DINAS

JABATAN DALAM TIM

Tim Teknis Rencana Tapak Rinci (Site Plan)

L

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong

Ketua

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong

Anggota

Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Tabalong

Anggota

Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

Anggota

Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

Anggota

Kepala Bidang Penataan Lingkungan pada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

Anggota

Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

Anggota

8.

Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

Anggota

9.

Kasi Penataan dan Pemberdayaan Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong

Anggota

Tim Survei Rencana Tapak Rinci (Site Plan)

1.

Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan pada
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tabalong

Ketua

Surveyor Pemetaan pada Bidang Pertanahan pada
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tabalong

Surveyor

Analis Tata Bangunan pada Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman pada  Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tabalong

Surveyor

Tenaga non ASN pada Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong 6
(enam) Orang

Pembantu Surveyor
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